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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan 

nasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk 

memelihara pembangunan ekonomi tersebut maka sangat dibutuhkan uang dengan 

nilai yang besar. Dengan terjadinya peningkatan aktifitas pembangunan maka 

semakin meningkat juga kebutuhan akan tersedianya dana yang kebanyakan 

diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Karena pentingnya kedudukan dari dana 

perkreditan itu dalam suatu proses pembangunan, maka sudah seharusnya jika 

pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang barkaitan mendapatkan suatu 

perlindungan hukum melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat serta dapat 

memberikan suatu kepastian hukum untuk semua pihak yang berkepentingan. 

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Repulik Indonesia Tahun 1945. Lembaga keuangan perbankan 

memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional terutama dalam kegiatan 

perekonomian, karena fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian Indonesia 

kebutuhan akan pembiayaan juga semakin beragam dan terus meningkat. Pada 

kondisi-kondisi tertentu bank tidak dapat memenuhi permohonan kredit. Hal 

tersebut dapat juga disebabkan oleh jumlah kredit yang diminta terlalu besar 

sehingga bank tidak mampu memenuhinya karena melampaui Batas Maksimum 
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Pemberian Kredit (BMPK) atau dengan tujuan untuk menyebar risiko, terutama 

risiko kredit macet. 

 
Dalam pelaksanaan jaminan secara umum mempunyai berbagai kekurangan 

yang diperoleh kreditur dikarenakan tidak tersedianya jaminan kebendaan yang 

khusus untuk menjadi jaminan atas pembayaran hutang oleh debitur, karena disisi 

lain semua kreditur memiliki suatu tingkatan yang sama bagi harta benda 

kepunyaan debitur sehingga apabila jumlah harga benda - benda yang dilelang 

milik debitur tersebut benilai lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pinjamannya 

atau dikarena banyaknya kreditur lain yang memiliki suatu kepentingan bagi harta 

benda yang dimiliki oleh seorang debitur mengakibat pengembalian hutang kreditur 

tidak akan dapat kembali secara utuh.1 Salah satu sarana hukum yang diatur dalam 

pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya akan disingkat 

menjadi KUHPer dianggap kurang memberikan perlindungan hukum yang efektif 

bagi kreditur, kekurangan dari jaminan umum ini perlu didukung oleh suatu 

peraturan undang-undang yang dapat memberikan keamanan dan perlindungan 

yang lebih efektif bagi kreditur. Maka dibentuklah suatu jaminan khusus yang 

berguna untuk memberikan suatu perlindungan hukum bagi kreditur, jaminan yang 

diberikan oleh debitur atas dasar perjanjian dengan kreditur yang bisa berupa 

jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan merupakan suatu bentuk dari 

perjanjian khusus, yang mana dalam hal ini kreditur mempunyai hak untuk 

didahulukan atas barang yang dijadikan obyek jaminan. Perjanjian jaminan khusus 

ini memberikan perlindungan hukum kepada kreditur karena ia mempunyai hak 

 

1 Gentur Cahyo Setiono, “Jaminan Kebendaan dalam proses perjanjian kredit perbankan 
(Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak berwujud)”, Jurnal Transparasi 
Hukum,Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, hlm 8 
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yang diutamakan atas objek jaminan tersebut, berbeda dengan jaminan umum 

seperti yang terdapat dalam pasal 1131 KUHPerdata.2 Salah satu jaminan khusus 

adalah jaminan fidusia. 

 
Di negara Indonesia suatu lembaga fidusia muncul berdasarkan Arrest 

Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest).3 Munculnya suatu arrest 

ini dikarenkan adanya asas konkordansi. Munculnya arrest ini dikarenakan 

keperluan-keperluan yang mendesak dari para pengusaha kecil, pedagang 

menengah, pedagang grosir yang membutuhkan suatu fasilitas kredit untuk 

usahanya. Laju pertumbuhan perundang - undangan mengenai fidusia ini terjadi 

sangat lambat dikarenakan undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia 

baru diundangkan pada tahun 1999, bersamaan dengan bergulirnya reformasi. 

Adapun dasar hukum dari jaminan fidusia ini adalah Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam berbagai macam literatur, fidusia 

banyak disebut dengan istilah eigendom overdract (FEO), yaitu penyerahan hak 

milik berdasarkan kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia adalah 

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap 

dalam pemilik beda itu”. 

 
Pengalihan hak atas kepemilikan merupakan adanya suatu perpindahan hak 

kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia berdasarkan 

 
 
 
 

hlm 60 

2 ibid 
3 Salim HS, “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia”, Jakarta:Rajawali Pers, 2017, 
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kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada 

ditangan pemberi fidusia. Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia 

adalah: 

 
“Suatu proses pengoperan hak milik dari pemilik yang didasarkan dengan 

adanya suatu perjanjian utama kepada pihak kreditur,akan tetapi yang 

diberikan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dikuasai 

oleh kreditur secara kepercayaan saja sedangkan barangnya tetap dikuasai 

oleh debitur, tetapi tidak lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan 

hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar” 

 
Definisi ini berdasarkan pada konstruksi hukum adat, karena istilah yang 

digunakan adalah pengoperan. Suatu proses atau cara mengalihkan hak milik 

kepada orang lain disebut sebagai suatu pengoperan. Adapun unsur yang terdapat 

dalam suatu definisi yang dikemukakan oleh Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang 

adalah4: 

 
1. Adanya suatu pengoperan; 

 
2. Dari pemiliknya atau debitur kepada kreditur; 

 
3. Dibuatnya suatu perjanjian pokok 

 
4. Penyerahan yang terjadi berdasarkan kepercayaan; 

 
5. Berlaku sebagai detentor atau houder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ibid, hlm 56 
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Di samping istilah fidusia dikenal juga istilah jaminan fidusia. Berdasarkan 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

definisi jaminan fidusia adalah: 

 
“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi 

Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor 

lainnya.” 

 
 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat 

dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan 

Fidusia”. Serta berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia 

wajib didaftarkan”. Dalam prakteknya saat ini banyak perusahaan pembiayaan baik 

itu leasing ataupun bank yang memberikan kredit baik secara sewa guna usaha 

(leasing) ataupun dalam bentuk lainnya menunjukan perusahaan pembiayaan 

didalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata di jaminkan 

secara fidusia. Namun kenyataannya perjanjian jaminan fidusia tersebut dibuat 

menggunakan akta di bawah tangan dan tidak di daftarkan pada kantor pendaftaran 

fidusia guna mendapatkan sertifikat. Akta seperti itu dapat disebut sebagai akta 
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jaminan fidusia di bawah tangan. Definisi dari akta di bawah tangan itu sendiri 

adalah sebuah akta yang pembuatannya dilakukan antara para pihak dimana 

pembuatannya tidak dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh 

undang-undang. Akta di bawah tangan ini bukanlah sebuah akta yang otentik yang 

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. 

Salah satu contoh kasus yang ada yaitu kasus antara Etik Sri Sulanjari 

dengan PT. Sinarmas Multifinance di Surakarta. Dalam kasus tersebut Etik Sri 

Sulanjari melakukan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan 

jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive Nomor Polisi AD 2291 TU, 

warna kuning atas nama Etik Sri Wulanjari Dan oleh PT Sinarmas Multifinance 

hanya dipenuhi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 

dengan ketentuan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dalam 

jangka waktu angsuran selama 24 bulan. yang dibuat dalam Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen dan Pemberian Jaminan secara fidusia (kepercayaan) di antara kedua 

belah pihak. Pada angsuran ke 10 dan ke 11 Etik sri sulanjari ini tidak melakukan 

kewajibannya untuk membayar angsuran kepada PT Sinarmas Multifinance. 

Akhirnya PT Sinarmas Multifinance ini melakukan penyitaan terhadap obyek 

jaminan fidusia tersebut secara paksa. Ternyata diketahui bahwa perjanjian atas 

jaminan tersebut juga tidak didaftarkan.5 Berdasarkan kasus tersebut maka dapat 

dipertanyakan bagaimanakah keabsahan dari perjanjian jaminan fidusia yang dibuat 

menggunakan akta di bawah tangan serta bagaimanakah akibat hukumnya. Kasus 

tersebut hanya salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia. Karena perjanjian 

 
5 Rega Satya Rachellariny.,Diana Tantri Cahyaningsih, “Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia 

yang Tidak Didaftarkan dalam Lembaga Keuangan Non Bank ( Studi Putusan Perkara Pengadilan 
Negeri Surakarta No.105/pdt/G/BPSK/2012/Pn.ska)”, Private Law, Volume IV Nomor 2 Tahun 
2018, hlm 134-135. 
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jaminan fidusia menggunakan akta dibawah tangan ini menimbulkan suatu 

permasalahan hukum maka penulis tertarik untuk menulis mengenai 

“KEABSAHAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENGGUNAKAN 

AKTA DI BAWAH TANGAN” 

 
B. Rumusan Masalah 

 
 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam skripsi ini adalah: 

 
1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jaminan fidusia yang menggunakan akta 

di bawah tangan? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian 

jaminan fidusia dengan menggunakan akta dibawah tangan? 

 
 
 
 
 
 

C. Tujuan Penelitian 
 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
 
 

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jaminan fidusia menggunakan 

akta dibawah tangan. 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat 

perjanjian jaminan fidusia dengan menggunakan akta dibawah tangan 

 
D. Manfaat Penelitian 
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
 
 

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

suatu pedoman atau bahan untuk mempelajari masalah perjanjian 

jaminan fidusia yang menggunakan akta di bawah tangan sah atau tidak 

serta perlindungan hukum bagi para pihak. 

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran konkrit terhadap permasalah jaminan fidusia yang ada di 

masyarakat. 

3. Bagi penegak hukum, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan 

mengenai masalah hukum jaminan fidusia yang ada. 

 
 
 
 
 
 
 

E. Ruang Lingkup 
 
 

Agar tearahnya penulisan skripsi ini dan tidak menyimpang dari judul 

penelitian maka pembahasan dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan 

batasan hanya mengenai mengenai keabsahan dari perjanjian jaminan fidusia 

yang dibuat di bawah tangan serta perlindungan hukum bagi para pihak. 

 
F. Kerangka Teori dan Konsep 

 
 

1. Teori Kepastian Hukum 
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Asas merupakan sesuatu yang menjadi prinsip utama dalam berfikir. 

Asas dapat juga diartikan sebagai hukum dasar. Asas merupakan suatu 

pendapat umum yang dituangkan dalam istilah umum tanpa 

mengisyaratkan suatu cara khusus terkait dengan prosesnya yang 

dilakukan pada rangkaian perilaku untuk menjadi contoh yang tepat bagi 

perbuatan itu. Asas hukum yang umum adalah norma dasar yang 

diuraikan dari hukum positif dan bagi ilmu hukum tak dianggap berasal 

dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan suatu 

pengendapan dari hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum 

tidak boleh dianggap sebagai aturan hukum yang konkrit, namun perlu 

dilihat sebagai prinsip-rinsip umum atau petunjuk- petunjuk bagi hukum 

yang berlaku.6 

 
Dalam pembentukan suatu aturan hukum, terdapat asas yang 

menjadi dasar agar terciptanya suatu kepastian terhadap suatu aturan 

hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan yang terkait dengan 

asas kepastian hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh Gustav 

Radbruch yang terdapat dalam bukunya yang berjudul “einführung in die 

rechtswissenschaften”. Gustav mengemukakan bahwa di dalam hukum 

ada tiga nilai dasar, yakni:7 

 
(1) Keadilan (Gerechtigkeit); 

 
(2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan 

 
 

6 Tata Wijayanta. “Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya 
dengan putusan kepailitan pengadilan niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2 Tahun 
2014, hlm 219 

7 Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”,Bandung:Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 19 
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(3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). 
 

Keberadaan asas kepastian hukum diartikan sebagai aktifitas dimana 

telah tetapnya suatu hukum dikarenakan adanya kekuatan yang konkrit 

bagi hukum yang terkait. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan 

bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan bagi perbuatan yang 

sewenang - wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat 

mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 

Pernyataan itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa 

suatu kepastian hukum itu mempunyai dua segi, yaitu dapat 

ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. 

Bahwa pihak yang mencari keadilan ingin tahu apa yang menjadi hukum 

dalam suatu hal tertentu sebelum ingin memulai suatu perkara dan 

perlindungan bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian 

hukum berdasarkan pandangan Lord Lloyd maka dapat dimengerti bahwa 

tanpa adanya suatu kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus 

dilakukannya dan inilah yang membuat timbulnya suatu ketidakpastian 

(uncertainty) yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya 

kekerasan (chaos) akibat tidak tegasnya suatu sistem hukum. Oleh karena 

itu, kepastian hukum mengacu kepada pemberlakuan hukum yang jelas, 

tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh 

keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. 8 Teori ini digunakan untuk 

 
 
 
 

8 Mario Julyano., dan Aditya Yuli Sulityawan, “Pemahaman terhadap asas kepastian 
hukum melalui konstruksi penalaran positivism hukum”, Jurnal Crepido, Volume 01 Nomor 01 
Tahun 2019, hlm 14-15 
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menjawab rumusan masalah mengenai keabsahan perjanjian jaminan 

fidusia yang menggunakan akta di bawah tangan. 

 
2. Teori Perjanjian 

 
 

Perjanjian diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. 

Pengertian perjanjian terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata yang 

menyatakan sebagai berikut“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain 

atau lebih”. Pengertian persetujuan/perjanjian menurut KUHPerdata 

tersebut dirasa masih terlalu luas oleh karena itu selain pengertian yang 

ada di KUHPerdata terdapat juga beberapa pengertian dari pendapat para 

ahli. Salah satunya yaitu menurut Prof R, Subekti., S.H yang menyatakan 

bahwa : 

 
“suatu perjanjian adalah kejadian dimana seseorang berjanji pada 

seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling membat janji 

untuk melakukan suatu hal, dari kejadian ini maka muncullah suatu 

hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan 

dengan perikatan, perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan 

antara dua orang yang bersangkutan, dalam bentuknya, perjanjian 

itu berupa suatu rangkaian perkataan yang berisi janji-janji yang 

diucapkan atau ditulis”.9 

 
 
 
 
 

9 Subekti, “Hukum Perjanjian”, Jakarta:PT Intermasa, 2002, hlm 1 
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Berdasarkan pengertian perjanjian berdasarkan Prof R, Subekti., 
 

S.H tersebut dapat diartikan bahwa suatu perjanjian tersebut menjadikan 

suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Adapun syarat sah 

perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : 

 
a) Adanya kesepakatan (tidak mengandung unsur 

 
dwang,dwaling,bedrog) 

 
b) Cakap 

 
c) Suatu hal tertentu 

 
d) Suatu sebab yang halal (suatu perjanjian tidak boleh 

memperjanjikan hal-hal yang melanggar undang-undang, 

kepatutan/kesusilaan, dan ketertiban umum) 

 
Syarat nomor 1 dan 2 disebut sebagai syarat subjektif. Jika salah satu 

syarat subjektif tidak dipenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian 

tersebut dapat dibatalkan (Vernietigbaar). Syarat nomor 3 dan 4 disebut 

sebagai syarat objektif. Jika salah satu syarat objektif tidak terpenuhi 

maka perjanjian tersebut memiliki akibat hukum yaitu batal demi hukum 

(Nietig van rechtswege). Teori ini digunakan dalam penelitian ini karena 

jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian yang bersifat accesoir. 

 
3. Jaminan 

 
 

Telah diketahui bahwa suatu lapangan hukum jaminan sangatlah 

luas. Jaminan termasuk kedalam hukum benda, secara teoritis, jaminan 

dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. 
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Jaminan khusus dapat dibagi lagi menjadi jaminan kebendaan dan 

jaminan perorangan. Selanjutnya jaminan kebendaan dapat dibagi 

menjadi jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan 

benda bergerak dapat dibagi menjadi gadai dan fidusia, sedangkan 

jaminan benda tidak bergerak dibagi menjadi hak tanggungan atas tanah, 

fidusia dan hak tanggungan bukan atas tanah.10 

 
Dalam ketentuan yang talah diatur oleh KUHPerdata mengenai 

jaminan kredit yang dibedakan dengan berbagai bentuk menurut sifatnya, 

jenis jaminan yang diatur dalam KUHPerdata :11 

a. Jaminan Umum, berdasarkan yang terdapat dalam pasal 1131 

KUHPerdata yang mnyatakan bahwa segala kebendaan orang 

yang memiliki hutang baik yang bergerak ataupun yang tidak 

bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada kedepannya 

menjadi suatu tanggungan untuk segala perikatan perorangan.” 

Jaminan ini adalah jaminan yang telah ditetapkan oleh undang- 

undang yang tanpa diperjanjikan pun secara langsung telah 

mengikat para pihak. 

b. Jaminan khusus berdasarkan yang terdapat dalam pasal 1820 

sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata jaminan ini lahir karena 

telah diperjanjikan sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan 

baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. 

 
 

10 Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, “Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan 
sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik piutang”, Jurnal Sosial Humaniora, Volume 8 
Nomor 1 Tahun 2015, hlm 124 

11 Gentur Cahyo Setiono, Op.Cit, hlm 5 
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Dalam dilakukannya suatu pembebanan jaminan terhadap hutang 

debitur terdapat beragam lembaga jaminan yang mengatur tentang 

pengikatan jaminan, yaitu :12 

 
1) Hak tanggungan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 

tahun 1996 tentang “Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah” 

2) Hipotik, yang terdapat dalam pasal 1162 sampai dengan 1232 

KUHPerdata. 

3) Gadai, terdapat dalam pasal 1150 hingga 1160 KUHPerdata. 
 

4) Jaminan Fidusia, yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

 
Konsep dari jaminan ini digunakan dalam penelitian ini karena 

bahasan dari penelitian ini merupakan suatu lembaga hak jaminan 

 
4. Teori Perlindungan hukum 

 
 

Berdasarkan pendapat Satjipto Raharjo, suatu perlindungan hukum 

merupakan suatu upaya atau cara untuk mengatur berbagai macam 

kepentingan yang ada pada masyarakat agar tidak terjadi pertentangan antara 

masing-masing kepentingan dan dapat merasakan semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum.13 Kegiatan membatasi suatu kebutuhan tertentu dan 

memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur merupakan suatu cara 

 
 
 

12 ibid 
13 Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”,Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53-54 
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pengorganisasian. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini 

terinspirasi dari pendapat Fitzgerald mengenai suatu tujuan hukum, yaitu 

untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap 

berbagai kepentingan tersebut. 

 
Perlindungan hukum itu sendiri terbagi atas dua, yaitu perlindungan 

hukum preventif dan represif. Suatu perlindungan hukum yang berfungsi 

untuk mencegah terjadinya masalah, yang mengharuskan tindakan 

pemerintah bersikap hati-hati dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan 

diskresi merupakan perlindungan hukum preventif, sedangkan perlindungan 

hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa disebut 

sebagai pelindungan hukum represif. Teori ini digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah mengenai perlindungan hukum bagi para pihak. 

 
G. Metode Penelitian 

 
 

1. Jenis Penelitian 
 
 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif 

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis 

normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 14 Penelitian yuridis 

 
 

14 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi penelitian hukum sebagai 
instrument mengurai permasalahan hukum kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Tahun 
2020, hlm 24 
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normatif sering juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi 

dokumen. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen maka 

penelitian ini lebih banyak menggunakan data yang bersifat sekunder yang 

ada di perpustakaan. 

2. Pendekatan Penelitian 
 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 
 

Penelitian hukum ini memakai pendekatan perundang-undangan. 

Pendekatan ini dilaksanakan dengan memahami semua peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang 

dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dapat dilakukan dengan 

cara mempelajari kesesuain antara Undang-Undang Dasar dengan 

Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang- 

Undang yang lainnya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang- 

undangan (Statute Approach) dengan memeriksa peraturan perundang- 

undangan dalam hal ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 
 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan suatu 

jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan suatu 

pandangan mengenai analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian 

hukum dilihat dari aspek serta konsep-konsep hukum yang menjadi latar 

belakangnya, atau bahkan dapat dipandang dari nilai-nilai yang terdapat 

dalam penormaan sebuah peraturan berkaitan dengan konsep-konsep yang 
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digunakan. Pendekatan konseptual sangat penting karen adanya 

pemahaman terhadap suatu pandangan atau doktrin yang semakin banyak 

dalam ilmu hukum dapat menjadi pilar untuk membangun suatu 

argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang akan dihadapi. 

Pandangan atau doktrin akan menegaskan ide-ide dengan memberikan 

definisi-definisi hukum, konsep hukum, ataupun asas hukum yang sesuai 

dengan permasalahan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual 

dengan melakukan pengetahuan dan penelitian pada doktrin-doktrin, asas- 

asas, serta teori-teori yang berkaitan dengan keabsahan serta akibat hukum 

dari perjanjian jaminan fidusia yang dibuat menggunakan akta di bawah 

tangan. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
 

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data secara kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang 

disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.15 Adapun 

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang terdiri 

dari : 

a. Bahan Hukum Primer 
 

1. Undang-Undang Dasar 1945 
 

2. Kitab Undang-undang Hukum perdata 
 

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
 
 
 
 

15 Noeng Muhadjir, “Metodologi penelitian kualitatif”, Yogyakarta: Rekesarasin, 2008, 
hlm 2 
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4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya 

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 

b. Bahan Hukum Sekunder 
 

Bahan hukum sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku- 

buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya 

yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

c. Bahan Hukum Tersier 
 

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus, maupun ensiklopedi. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan suatu teknik yang 

bertujuan untuk mendapatkan suatu bahan hukum dalam penelitian ini. 

Teknik pengumpulan bahan yang sesuai dengan penelitian ini adalah studi 

dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan salah satu 

instrument pengumpulan suatu bahan hukum yang dilakukan dengan cara 

mencari bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content 

16 
analisys. Teknik  ini  berfungsi  agar  memperoleh  suatu  landasan teori 

 
dengan mengkaji dan memahami buku-buku, peraturan perundang- 

undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik yang 

 
 
 

16 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 
2011, hlm 21 
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cetak maupun secara elektronik yang berkenaan 

dengan keabsahan serta akibat hukum perjanjian 

jaminan fidusia menggunakan akta di bawah 

tangan. 

5. Teknik Analisis Data 
 

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian 

ini menggunakan analisis kualitatif yaitu 

melakukan pembahasan terhadap bahan hukum 

yang telah didapat dengan mengacu kepada 

landasan teoritis yang ada.17 Data yang telah 

diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan 

dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya 

data tersebut diuraikan secara deskriptif untuk 

memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara 

jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan 

yang diteliti. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 
 

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian 

ini menggunakan metode deduktif atau suatu 

pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif 

yaitu menjabarkan suatu hal yang memiliki sifat 

umum kemudian menariknya menjadi suatu 

kesimpulan yang lebih khusus. 

 
17 Mukti Fajar., dan Yulianto Achmad., “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

empiris”. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hlm 182 
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